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 Pokok masalah  penelitian ini adalah bagaimana Peranan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel di kota Makassar. Pokok masalah  
tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa sub masalah yaitu: 1. Bagaimana 
Bentuk-Bentuk Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar?, 2. Bagaimana 
Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar?. 
 Metode Penelitian yang digunakan penulis, adalah jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan yuridis-empiris dimana yang menjadi sumber data primer dari 
penelitian ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPD Makassar, 
sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku, peraturan perundang-undangan 
dan publikasi lainnya, serta sumber data tersier adalah dari internet, dan dalam 
penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tekhnik wawancara dan observasi, 
tidak hanya itu didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan dan 
analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaada beberapa bentuk-bentuk 
penanganan kasus kartel.Penanganan ini dibagi dua yaitu pencegahan dan penegakan 
hukum kartel. Untuk pencegahan  kasus kartel oleh KPPU KPD Makassar sendiri 
diantaranyaadalah: Sosialisasi, audiensi, advokasi, forum jurnalis, forum diskusi, 
media visit, memeberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah , Melakukan 
penilaian terhadap perjanjian yang dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat/ kartel, Melakukan pengawasan dan /atau  pengontrolan terhadap 
perusahaan yang ada di Makassar. Selain itu ada beberapa bentuk penegakan hukum 
kartel yaitu, penyelidikan, pemberkasan, gelar laporan, sidang majelis, putusan komisi. 
Adapun efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena 
pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada 
seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnya pun bisa 
memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU 
No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan 
perkara.  
Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai 
pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU 
No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan 





A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu Negara yang 
tergabung dalam kelompok Negara-negara asia tenggara, Indonesia termasuk Negara 
yang tingkat perekonomiannya rendah, dalam organisasi ASEAN indonsia termasuk 
Negara yang ketinggalan dari sisi ekonominya. Adapun dalam kegiatan perekonomian, 
pelaku bisnis merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kondisi 
perekonomian suatu Negara. Untuk itu  pemerintah diharapakan dengan perannya 
sebagai regulator mampu mengawasi dan mengontrol aktivitas para pelaku usaha agar 
tidak berdampak buruk pada perekonomian Negara.1 
Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara 
pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan 
usaha yang sehat akan berakibat positif  bagi para pengusaha yang saling bersaing atau 
berkompetisi karena dapat menimbulkan  upaya-upaya  peningkatan efisiensi, 
produktivitas, dan kualitas produk  yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan 
manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan  
harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi 
tidak sehat, akan dapat  merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat. 
                                                             





Kebutuhan akan suatu perangkat hukum nasional yang mengatur persaingan 
usaha antar pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi.2Hubungan antara sektor 
hukum dan sektor ekonomi ini tidak hanya berupa pengaturan hukum, terhadap 
aktifitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap 
hukumagar penegakan asa-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar 
terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki.3 Dengan maksud  tersebut  
padatanggal 5 maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.4 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli 
dan persaingan uaha merupakan salah satu poduk undang-undang yang dilahirkan atas 
desakan dari Intenational Monetary  Fund (IMF) sebagai salah satu syarat agar 
pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis 
ekonomi yang melanda Indonesia. Tujuan adanya  Undang-Undang ini adalah untuk 
memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di 
Indonesia pada zaman pemerintahan Orde Baru, dimana praktek monopoli dan atau/ 
persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak terjadi akibat kebijakan pemerintah yang 
kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Sebenarnya Indonesia telah 
memiliki rancangan Undang-Undang antimonopoli yang disusun oleh pelaku usaha 
                                                             
2Abdul R.Saliman, Hukum  Bisnis untuk Perusahaan (Jakarta,Prenadamedia Group:2005), h. 
211-212. 
3Muhammad Sadi, Hukum Perusahaan Indonesia (Jakarta, Prenadamedia Group: 2016), h.12. 
 





dengan para ekonom Indonesia pada akhir tahun 80an, yang apabila di sahkan dapat 
digunakan sebagai landasan hukum penghapusan praktek-praktek  monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada waktu itu. Namun sayangnya, karena 
adanya tekanan dari penguasa, rancangan UU Antimonopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR)  untuk menjadi undang-undang. 
Walaupun pada saat ini Indonesia telah memilki Undang-Undang 
Antimonopoli, tetapi pada kenyataannya undang-undang ini memilki banyak 
kekurangan dan kelemahan. Hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu pembahasan 
dan pembuatan UU Antimonopoli ini dilakukan dalam tempo yang sangat singkat 
berkaitan dengan tujuan pemerintah dan DPR pada waktu itu adalah, pertama, 
Indonesia memilki undang-undang persaingan usaha terlebih dahulu, dan apabila 
terdapat kekurangan, kekurangan tersebut dapat diperbaiki kemudian, dan kedua, agar 
IMF segera dapat menguncurkan bantuannya kepada Indonesia.  
Oleh karena itu, tepat pada tanggal 5 tahun 1999 UU Antimonopoli disahkan, 
dan diundangkan pada tanggal yang sama. Namun, demikian, UU Antimonopoli ini 
tidak otomatis berlaku karena pemerintah ingin mensosialiasikan kepada masyarakat, 
dan kalangan dunia usaha pada umumnya sebelum memberlakukannya secara efektif 
satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 5 maret tahun 1999.5 
                                                             
 





Salah satu yang diatur oleh undang-undang antimonopoli adalah dilarangnya 
perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau/ 
persaingan usaha tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” 
ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya , yakni sebagaimana 
dimaksud  dalam pasal 1313 KUHPerdata. 
Dalam pasal 1313 KUHPerdata menggunakan istilah persetujuan yang diartikan 
sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kamus hukum sendiri perjanjian 
menggunakan dua istilah yaitu, perjanjian dan persetujuan dimana perjanjian dan 
persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap seorang lain atau lebih. 
Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis. 
Mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan  antara 
seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk 
melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu 
mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan 
hukum, sedangkan Subekti mengatakan perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakn sesuatu hal.6 
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Dalam hal ini mungkin sulit dibuktikan, pejanjian lisanpun  secara hukum 
sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Hal 
tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (7) dari undang-undang antimonopoli 
yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu 
perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap 
satu atau lebih pelaku usaha  lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun 
tidak tertulis”. 
 
Dengan demikian, unsur adanya perjanjian tetap disyaratkan.Dimana perjanjian 
lisan dianggap sudah cukup memadai untuk menyeret si pelaku untuk 
bertanggungjawab secara hukum.Akan tetapi bagaimana halnya jika tidak ada 
perjanjian yang tegas (tertuis atau lisan).Apakah semacam understanding antara para 
pihak sudah dapat dianggap perjanjian .perjanjian dengan understanding ini disebut 
dengan tacit agreement.7 
Dalam hukum antimonopoli dibeberapa Negara tacit agreement, mungkin dapat 
diterima sebagai suatu perjanjian tetapi untuk hukum antiimonopoli di Indonesia yang 
didasari atas UU No 5 Tahun 1999 masih belum mungkin menerima adanya perjanjian 
dalam anggapan tacit agreement. Perjanjian ini adalah jika seorang pelaku usaha 
memberi sinyal kepada pelaku usaha lain dengan jalan membatasi output atau 
mengumumkan perubahan harga dengan harapan  diikuti oleh pelaku usaha lain 
tersebut. Seperti telah disebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda dalam UU Anti 
Monopoli untuk memberlakukan perjanjian dengan anggapan atau collusive behavior  
tersebut sebagai suatu perjanjian  yang dapat dilarang. Kecuali jika tindakan tersebut 
                                                             




masuk kedalam kategori “Kegiatan yang dilarang” sebagaimana dimaksud dalam Bab 
IV dari Undang-Undang Antimonopoli. 
Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang dimaksud  dalam UU No 5 1999 
yang terjadi atau mengakibatkan praktek monopoli atau yang mengakibatkan 
persaingan usaha tidak sehat antara lain meliputi: 
1. Perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan bersama-sama melakukan 
penguasaan  suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
(Oligopoli) 
2. Perjanjian yang bersifat menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa 
dengan pelaku usaha pesaingnya (Penetapan Harga) 
3. Perjanjian untuk melakukan pembagian wilayah pemasaran alokasi pasar 
terhadap barang dan atau jasa dengan pelaku usaha pesaingnya (Pembagian 
wilayah) 
4. Perjanjan melakukan pemboikotan, baik untuk  tujuan pasar dalam maupun luar 
negeri  dengan pelaku usaha pesaingnya(Pemboikotan) 
5. Perjanjian yang bermaksud memepengaruhi harga dengan mengatur proses 
produksi dan atau/ pemasaran suatu barang dan atau/ jasa dengan pelaku usaha 
pesaingnya (kartel) 
6. Perjanjian dengan maksud membentuk gabungan perusahaan dan atau / 
perseroan yang lebih besar, yang bertujuan mengontrol produksi dan atau, 
pemasaran barang dan atau/ jasa (Trust) 
7. Perjanjian dengan maksud secara bersama-sama menguasai pembelian atau 
penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang dan atau/ jasa 
(Oligopsoni) 
8. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau/ jasa tertentu, yang mana 
setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, 
baik dalam suatu rangkaianlangsung maupun tidak langsung (Integrasi 
Vertikal) 
9. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan 
atau/ jasa hanya akan memasok atau tidak akan memasok kembali, harus 
bersedia membeli, mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan 
atau/ jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau/  pada tempat tertentu 
(Perjanjian tertutup) 
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat klausul akan dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak 
sehat.8 
 
                                                             




Dalam perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan diatas yang akan penulis kaji 
disini adalah perjanjian kartel. Dalam UU No 5 Tahun 1999,  perjanjian dalam bentuk 
kartel juga dilarang umumya  yang dimaksud dengan kartel adalah suatu bentuk 
kerjasama dari produsen dari produk-produk tertentu. Tujuan dari perjanjian kartel ini 
basanya untuk mengawasi suatu produksi, penjualan dan harga dari sautu barang dan 
atau/ jasa tertentu. Disamping itu kartel dapat pula diartikan sebagai bentuk himpunan 
dalam perusahaan-perusahaan dimana mereka mempunyai kepentingan yang sama dan 
dituangkan dalam bentuk kontrak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 
kompetisi, pengalokasian serta untuk mempromosikan pertukaran hasil dari riset dari 
produk tertentu. 
Perjanjian untuk membentuk kartel tidak dibenarkanoleh pasal  11 dari undang-
undang  No 5 Tahun 1999 yang berbunyi “pelaku usaha  dilarang membuat 
perjanjiann dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud  untuk 
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu 
barang dan atau/ jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat.  
 
Ketentuan agar dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel yaitu, terdapat 
perjanjian, perjanjian diatas haruslah dilakukan dengan pelaku usaha pesaing , 
bertujuan untuk mempengaruhi harga, tindakan mempengaruhi harga tersebut  
dilakukan dengan cara mengatur proses produksi barang dan atau/ jasa tertentu, 
tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 
Dalam praktik, anggota kartel biasanya dapat menetapkan suatu harga ataupun 




diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan para anggota perhimpunan. Sifat 
destruktif  dan kualifikasi perjanjian kartel ini bertujuan untuk menghambat aktivitas 
bisnis seluas-luasnya terhadap masuknya pesaing baru dalam pasar.9 
Kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu 
yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan 
koordinasi kegiatannya sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh 
keuntungan diatas harga yang kompetitif.10 
Untuk itu dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1999 yang didalamnya telah 
mengatur mengenai larangan perjanjian kartel  maka perlu dibentuk suatu lembaga 
khusus yang menangani kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
terutama masalah terkait kartel yakni terbentuknya KPPU (komisi Pengawas 
Pesaingan Usaha) dengan keputusan presiden  No 75 tahun 1999 yang merupakan 
pelaksanaan dari ketentuan pasal 30 ayat 1 UU Antimonopoli yang berbunyi bahwa: 
“Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas 
persaingan usaha”. 
Untuk pertama kali anggota KPPU ditetapkan dengan keputusan presiden No 
162/M Tahun 2000 tertanggal 7 juni 2000 yang terdiri dari 11 anggota selama 5 tahun 
kedepan. Adapun Tugas KPPU dijabarkan dalam pasal 35 UU No 5 Tahun 1999 yang 
berbunyi: 
                                                             
9Suyud Margono, Hukum Antimonopoli (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), h.93-94. 




a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan  
terjadinya praktek monopoli  dan atau/ persaingan usaha tidak sehat, seperti: 
oligopoly, diskriminasi harga (Price discrimination), penetapan harga (Price 
Fixing/price predatory), pembagian wilayah (market allocatin), pemboikotan, 
kartel, Trus, Oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan perjanjian 
dengan pihak luar negeri.11 
b. Melakukan penilaian terhadap  kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha 
yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan, 
persekongkolan. 
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 
dominan yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau/ 
persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, 
jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta 
pengabilalihan.12 
d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak sehat.13 
e. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-
undang No 5 Tahun 1999 
f. Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
 
Dengan adanya lembaga KPPU diharapkan mampu berperan dalam mengatasi 
praktek monopli dan persaingan usaha tidak sehat terutama terkait perjanjian kartel 
yang merupakan pelanggaran berat dari hukum persaingan usaha  karena kartel akan  
berdampak  buruk pada kesejahteraan masyarakat , namun yang menjadi persoalan 
juga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kartel  sehingga 
mereka pasrah dengan perjanjian kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha dan 
menganggap itu adalah sesuatu yang wajar. Menurut Penulis sendiri peran KPPU 
sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kartel. 
                                                             
11Pasal 4-16 UU No 5 Tahun 1999  
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Namun meski telah dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani kasus 
kartel baik penanganan dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum 
persaingan usaha, perilaku kartel tetap saja terjadi seharusnya dengan adanya lembaga 
yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini maka perilaku-
perilaku kartel sudah bisa diminimalisir ditambah lagi dengan tugas-tugas KPPU 
dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian antar para pelaku usaha,  
perilaku kartel harusnya bisa terhapuskan.  
Jika lingkungan ekonomi belum berubah, munculnya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat suatu hal yang agak sulit untuk dihindari.14Seperti pada 
kasus kartel harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 
(YMMI) dan Astra Honda Motor (AHM). 
Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI), terdapat 4 
pabrikan motor  yang beropersai di Indonesia. Keempat pabrikan tersebut adalah: 
Honda (AHM), Yamaha (YMMI), PT. Suzuki Indomobil motor (Suzuki), PT. TVS 
(Motor company Indonesia ) 
Dari keempat pabrikan tersebut, Honda dan Yamaha menguasai kurang lebih 
97 % pasar motor skutik. Dalam beberapa tahun terakhir Honda memimpin motor 
skutik diitanah air. Selain penguasaan pasar skutik yang sangat dominan dari  kedua 
pabrikan tersebut . Honda dan Yamaha melakukan koordinasi atau persengkongkolan 
penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matic  110-125 CC di Indonesia 
                                                             




sehingga pergerakan harga motor skutik Yamaha dan Honda saling beriringan. 
Kenaikan harga motor skutik Yamaha selalu mengikuti kenaikan harga motor skutik 
Honda.15 
Pada tahun 2005 harga motor skutik tiba-tiba melonjak  dengan harga yang 
cukup mahal padahal motor skutik merupakan alat transportasi yang paling banyak 
dipakai dalam masyarakat. Ini merupakan ketidakwajaran harga motor yang dijual 
produsen. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa biaya produksi motor bebek dan 
skutik rata-rata hanya 7,5 juta, hingga 8 juta per unit namun kenyataannya produsen 
menjual dengan kisaran harga 15 juta per unit. Dengan ditambah margin keuntungan 
produsen yang umumnya 15-20 %, kemudian ditambah dengan biaya balik nama yang 
hanya ratusan ribu rupiah sehingga produsen yang menjual motor skutik dengan 
kisaran 15 juta per unit adalah suatu ketidakwajaran. 
Ini sudah jelas bahwa melonjaknya harga motor skutik tidak lain dipengaruhi 
oleh keinginan para produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak 
dengan melakukan kartel harga antara PT. AHM dan PT.YMMI, harga motor skutik 
Yamaha selalu mengikuti harga motor skutik Honda. Dengan kenaikan harga motor 
skutik meskipun kedua perusahaan ini menurunkan kuantitas produksi namun mereka 
tidak akan rugi bahkan akn lebih mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga 
tersebut. 
                                                             





Tindakan PT.AHM dan PT. YMMI ini telah melanggar hak-hak konsumen 
untuk mendapatkan harga yang wajar, selain itu dengan tindakan kedua perusahaan 
tersebut  membatasi pilihan konsumen karena mereka menurunkan kuantitas produksi 
motor skutik. 
 
Adanya kasus diatas, maka perlu kiranya untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai peranan KPPU sehingga penulis berinisiatif untuk mengkaji mengenai  
PERANANKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR 
PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR  DALAM PENANGANAN KASUS  
KARTEL USAHA. 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Focus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah Penanganan dalam hal ini adalah Pencegahan 
Dan Penegakan Hukum Kasus Kartel oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha) Kantor Perwakilan Daerah Makassar  agar tidak terjadi  kekeliruan pembaca 
dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa kata, 








a. Penanganan Kasus Kartel  
Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD (kantor Perwakilan Daerah)  
Makassar ada 2 yaitu: 
1) Pencegahan Kasus Kartel  
Pencegahan adalah bentuk upaya KPPU dalam mengurangi kasus kartel 
yang akan terjadi. 
2) Penegakan Hukum kartel 
Penegakan Hukum Kartel adalah Penyelesaian kasus kartel yang telah 
terjadi. 
b. Efektifitas Penanganan Kasus Kartel 
Efektifitas penanganan kasus kartel diukur dari asas efektifitas penanganan 
perkara yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut mengenai “ bagaimanaPeranan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar dalam 
Peananganan Kasus Kartel Usaha. Agar pembahasan tidak meluas maka, penulis 
membatasi pembahasan masalah tersebut dengan sub-sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Bentuk Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar?  
2. Bagaimanakah Efektifitas Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar? 
 




Belum ada peneliti yang sudah mengkaji masalah ini dengan focus yang 
samadengan focus yang saya gunakan. Meski Ada beberapa peneliti yang pernah 
mengkaji terkait hal ini tapi fokus yang mereka gunakan berbeda dengan focus saya 
gunakan pada penelitian ini. Peneliti itu akan penulis uraikan dibawah ini. 
1. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan 
Buku ini dikarang oleh Abdul R. Saliman. Dalam buku ini membahas tentang 
aturan-aturan hukum perusahaan dengan mengaitkan dengan aspek bisnis serta 
didalamnya menjelaskan tentang contoh-contoh kasus yang factual pada setiap 
bab.Secara lebih khusus dalam bab buku ini menjelaskan secara eksplisit mengenai 
antimonopoly dan persaingan usaha tidak sehat baik, pengertian, ruang lingkup, 
perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam UU No 5  Tahun 1999 serta contoh kasus 
yang terkait dengan pelanggaran UU No 5 tahun 1999.Namun fokus peneliti 
padatulisannyaadalahaturan-aturan hukum perusahaan dengan mengaitkan aspek 
aspek bisnis seperti perjanjian-perjanjian dan monopoli, sedangkan focus sayaadalah 
penanganan khusus kasus kartel dan efektifitas penanganannya. 
2. Hukum Acara Persaingan Usaha 
Buku ini dikarang oleh Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga.Dalam buku ini 
dijelaskan bagaimana menyelesaikan kasus persaingan usaha dengan keterlibatan 
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga pengawas persaingan 
usaha serta dipaparkan pula mngenai tugas dan wewenang KPPU.Namun tentu fokus 




penyelesaian kasus secara umum dan tidak focus pada efektifitasnya sedangkan fokus 
saya hanya pada kasus kartel baik pencegahan maupun penegakan hukum kasus kartel 
serta efektifitasnya. 
3. Hukum Anti Monopoli  
Buku ini dikarang oleh Suyud Margono. Dalam buku ini khusus membahas 
mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termasuk Relevansi  
hukum anti monopoli, perbandingan hukum anti monopoli dari beberapa 
Negara.Focus peneliti pada penelitiannyaadalah menggambarkan bentuk-bentuk 
praktek mnpoli dan persaingan usaha tidak sehat sedangkan fokus sayaadalah 
penanganan kasus kartel dan efektifitasnya.   
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
a. Untuk Mengetahui Bentuk Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD 
Makassar 
b. Untuk Mengetahui Efektifitas Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD 
Makassar 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan Teoritis  
Dapat memberikan atau menambah pengetahuan pembaca dibidang hukum 
secara umum terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan persaingan 




mengadakan kajian penelitian mengenai problem-problem persaingan usaha yang 
berkaitan dengan peranan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam 
melakukan penanganan dan pencegahan kasus kartel usaha di kota Makassar. 
b. Kegunaan Praktis 
Dapat memberikan masukkan untuk penyusunan kebijkan dalam rangka 
penanganan dan pencegahan kasus kartel usaha dan dengan penelitian ini diharapkan 
agar pembaca dari semua golongan mampu mengetahui lebih jauh mengenai peranan 
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam melakukan penanganan dan 

















A. Tinjauan Umum Tentang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) 
1. Pengertian KPPU 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga 
yangkhusus  dibentuk oleh dan berdasarkan  undang- undang umuk mengawasi 
jalannya undang-undang No 5 Tahun 1999. KPPU merupakan lembaga yang 
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak 
lainnya.KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku kepala Negara. 
KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap 
anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang  anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua 
komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan 
diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masa 
jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dan masing-masing periode 5 tahun. 
Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam 
keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang  sampai  
pengangkatan anggota baru.  
Keanggotaan komisi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas 
permintaan sendiri, bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sakit 
jasmani dan rohani terus menerus yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter 




yang antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan 
KPPU.16 
2. Dasar Hukum dan Status Hukum  KPPU  
Dasar hukum pembentukan KPPU  adalah pasal 30 ayat 1 UU No 5 Tahun 
1999 yang menyatakan: “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk 
komisi pengawas persaingan usaha”. 
Komisi ini merupakan produk badan independen pasca reformasi 1998. 
Beberapa komisi lainnya yang dibentuk sebagai independent self regulatory body  
yang mengurusi bidang-bidang khusus, seperti Komisi Nasional Anak (KOMNAS 
Anak), komisi Ombudmans Nasional (KON), Komisi Nasional Perempuan  (Komnas 
Perempuan), Komisi penyiaran Indonesia (KPI). 
Komisi khusus dalam bidang pengawas persaingan usaha juga sudah menjadi 
kebiasaan dari Negara-negara lain. Misalnya, di Amerika Serikat disebut dengan 
federal Trade Comission (FTC), di Masyarakat Ekonomi Eropa dengan European 
Community Commision, di Kanada disebut Competition Bereau yang dikepalai oleh 
Director Of Investigation and Research, di Jepang, Korea dan Taiwan disebut dengan 
Fair Trade Comission, di Prancis disebut dengan Le Conseil De La Concurence.17 
                                                             
16Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta, Rajawali 
Pers: 1999), h. 53-54. 
 
17Dibeberapa Negara tugas dan wewenang komisi yang berbeda, misalnya, UU Antimonopoli  
di AS dilakukan oleh beberapa lembaga seperti divisi antimonopoly dari The Justice Departement dan 
oleh Federal Trade Comission (FTC). Antitrust Division of the justice Departement mempunyai 
wewenang mengajukan tuntutan hukum untuk melaksanakan The Sherman Act dan The Clayton Act 
baik melakukan tuntutan secara pidana maupun secara perdata.Khusus tuntutan perdata sebagai akibat 




Dalam pasal 30 ayat (2)  dalam ayat (3) disebutkan bahwa “ Komisi 
bertanggung jawab kepada prsiden “. Komisi bertanggung jawab kepada presiden 
disebabkan komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, dimana 
kekuasaan tertinggi pemerintahan berada dibawah presiden .18jadi sudah sewajarnya 
jika komisi bertanggungjawab kepada presiden. 
3. Tugas dan wewenang  KPPU 
a. Tugas  KPPU 
Sesuai pasal 35 UU No 5 Tahun 1999,  Komisi memilki tugas sebagai berikut: 
1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan  terjadinya 
praktek monopoli  dan atau/ persaingan usaha tidak sehat, seperti: oligopoly, 
diskriminasi harga (Price discrimination), penetapan harga ( Price Fixing/price 
predatory), pembagian wilayah (market allocatin), pemboikotan, kartel, Trus, 
Oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar 
negeri 
2) Melakukan penilaian terhadap  kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha 
yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan, 
persekongkolan19 
                                                             
antimonopoly The Justice Departement atau Trade Comission(FTC). Kedua badan ini bia saja 
mengadakan kesepakatan menyangkut kewenangan-kewenangan yang mereka lakukan untuk 
menangani kasus-kasus tertentu yang mereka hadapi. FTC yang bisa mengeluarkan perintah 
penghentian (Cease and desist) kepada para pelanggar. 
18Lihat pasal 4 ayat 1 UUD 1945” Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
memerintah menurut Undang-Undang Dasar 




3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidakadanya penyalahgunaan posisi 
dominan yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau/ 
persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan 
rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengabilalihan20 
4) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak sehat21 
5) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang No 
5 Tahun 1999 
6) Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
7) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam 
pasal 36  
b. Wewenang KPPU 
Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No 5 Tahun 1999 pasal 36 dan 
pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada komisi. Secara garis besar, 
kewenangan komisi dapat dibagi 2, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. 
Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan 
kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap 
pasar, kegiatan  dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, 
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menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau/ pemeriksaan, memanggil  pelaku usaha, 
memanggil dan menghadirkan saksi-saksi , meminta bantuan penyelidik , meminta 
keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti 
lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratife. 
Adapun wewenang pasif yaitu, laporan dari masyarakat  dan atau dari para pelaku 
usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak 
sehat.  
Wewenang komisi terdapat dalam pasal 36 UU No 5 Tahun 1999, diuraikan sebagai 
berikut ; 
1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau/ dari pelaku usaha tentang dugaan  
telah terjadinya praktek monopoli  dan atau/ persaingan usaha tidak sehat 
2) Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau/ persaingan 
usaha tidak sehat  
3) Melakukan penyelidikan dan atau/  pemeriksaan terhadap kasus-kasus dengan 
praktik monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak sehat yang didaptkan karena 
laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan sendiri oleh komisi 
pengawas  dari hasil penelitiannya  
4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau/ pemeriksaan tentang adanya suatu 
praktek monopoli  dan atau/ persaingan usaha tidak sehat 
5) Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap undang-undang antimonopoli. 
6) Melakukan pemanggilan daan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap 
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-
undang antimonopoly 
7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, 
saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia  memenuhi panggilan komisi 
pengawas 
8) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan 
penyelidikan dan atau/ pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 




9) Mendapatkan, meneliti, dan atau/ menilai surat, dokumen atau alat bukti lain 
guna penyelidikan dan atau/ pemeriksaan  
10) Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi 
pelaku usaha fair, atau masyarakat 
11) Menginformasikan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga 
melakukan praktik monopoli  dan atau/ persaingan usaha tidak sehat 
12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan undang-undang No 5 tahun  1999. 
 
Dari perincian tugas dan wewenang komisi tersebut diatas, terlihat bahwa 
keewenangan komisi hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-
mata.Sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, 
badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam 
rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja karena komisi bukanlah suatu polisi 
khusus, atau badan penyidik sipil.Akan tetapi, putusan komisi pengawas mempunyai 
kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim.Oleh 
karena itu, putusan komisi pengawas dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi 
(fiat executie) pada pengadilan negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi 
dipengadilan tersebut. 
Walaupun komisi dapat mengadakan sidang sendiri dan memutuskan perkara-
perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk menguatkan putusannya, agar putusan 
komisi dapat menjadi putusan yang eksekutorial, juga dalam kasus-kasus  yang 
ancamannya berupa pidana pokok, komisi harus meminta bantuan pengadilan.22 
                                                             




4. Bentuk Pencegahan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat Oleh KPPU 
Bentuk pencegahan yang dilakukan KPPU agar tidak terjadi praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak lepas dari tugas komisi yang telah diamanahkan oleh 
undang-undang yaitu dalam pasal 35 UU No 5 Tahun 1999; 
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan  
terjadinya praktek monopoli  dan atau/ persaingan usaha tidak sehat, seperti: 
oligopoly, diskriminasi harga (Price discrimination), penetapan harga ( Price 
Fixing/price predatory), pembagian wilayah (market allocatin), pemboikotan, 
kartel, Trus, Oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan perjanjian 
dengan pihak luar negeri 
b. Melakukan penilaian terhadap  kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha 
yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan, 
persekongkolan23 
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 
dominan yang dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli dan atau/ 
persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, 
jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta 
pengambilalihan24 
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d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau/ persaingan usaha tidak sehat25 
e. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang 
No 5 Tahun 1999 
f. Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
g. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur 
dalam pasal 36 UU No 5 Tahun 1999 
5. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh KPPU  
Bentuk penanganan diatur dalam Bab VII mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 
46 UU No 5 Tahun 1999. Dari rumusan dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak 
yang dirugikan saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap undang-
undang ini, yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan 
yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya serta kerugian yang ditimbulkan, 
dengan menyertakan identitas pelapor, melainkan juga setiap orang yang mengetahui 
telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini 
dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang 
telah terjadinya pelanggaran, dengan meyertakan identitas pelapor. Sampai sejauh ini 
jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang 
bersifat aduan(oleh pihak yang dirugikan). Sebagai “kelengkapan” bagi 
                                                             




KPPU.Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada KPPU seperti yang 
telah dipaparkan diatas yaitu KPPU dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap 
pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun 
tanpa adanya laporan.26 
a. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU 
Pemeriksaan atas dasar inisiatif oleh KPPU adalah pemeriksaan yang 
didasarkan atas adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 
1999  untuk melakukan pemeriksaan atas inisiatif, KPPU akan membentuk suatu 
majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan juga para 
saksi. 
b. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan  
Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena 
adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari 
masyarakat/konsumen. Kemudian KPPU menetapkan majelis komisi yang akan 




c. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara oleh KPPU 
                                                             





Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU baik pemeriksaan atas dasar 
inisiatif KPPU maupun atas dasar laporan pelaku usaha maupun masyarakat adalah 
sebagai berikut: 
1) Tahap pemeriksaan pendahuluan  
Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan atau/ 
memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada 
tahap pemeriksaan lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999 menentukan jangka 
waktu pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari sejak tanggal surat penetapan 
dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak 
hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif 
komisi juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini. 
2) Tahap Pemeriksaan Lanjutan 
Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/ penyelidikan yang 
dilakukan oleh majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan.Pemeriksaan 
lanjutan dilakukan KPPU jika telah ditemukan indikasi praktik monopoli atau 
persaingan usaha tidak sehat atau KPPU masih memerlukan waktu yang lebih lama 
untuk menyelidiki atau memeriksa secara lebih mendalam kasus yang sedang 
diperiksa.27Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama 60 hari sejak 
berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. 
                                                             
27Pelaku usaha yang diperiksa berdasarkan atas laporan, maka pelaku usaha tersebut 





3) Tahap Eksekusi Putusan Komisi  
Apabila putusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar 
ketentuan  UU No 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap 
eksekusi putusan komisi. Berdasarkan pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, komisi memilki 
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan 
perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi 
dominan, pembatalan marger, konsolidasi, akuisisi maupun penetapan pembayaran 
ganti rugi dan denda. Tahap eksekusibertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang 
dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya.28 
6. Alat –Alat Bukti Pemeriksaan KPPU 
Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:29 
a. Keterangan Saksi 
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan 
tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan 
pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam 
persidangan..alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata.30 
Alat bukti saksi dalam hukum islam disebut dengan syahid (saksi lelaki) dan 
syahidah (Saksi perempuan)yang terambil dari kata musyahadah yang artinya 
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Pers:1999), h.59. 





menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah 
manusia hidup.31 
 
b. Keterangan Ahli  
Keterangan ahli adalah orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh 
kejelasan objektif  bagi hakim, atas peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu 
perkara.32 
Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan 
keterangan kepada majelis komisi.Untuk dapat menghasilkan keputusan yang baik, 
tentunya KPPU memerlukan pendapat dan seorang ahli tentang suatu perkara yang 
sedang diperiksa oleh KPPU.33 
c. Surat dan atau dokumen  
Alat bukti surat adalah alat bukti yang memuat tanda baca, curahan hati dan pikiran 
secara bebas dan murni yang sengaja dibuat untuk membuktikan curahan isi hati dan 
pikiran. 
Sedangkan dalam pasal 42 huruf c UU No 5 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak 
menajbarkan lebih lanjut mengenai surat atau dokumen yang dapat dijadikan alat 
bukti, begitu juga dengan keputusan KPPU No 5 Tahun 2000. Namun dalam praktik 
majelis KPPU sendirilah yang akan mempertimbangkan apakah surat atau dokumen 
tersebut dapat dijadikan acuan bagi KPPU dalam memberikan putusannya berdasarkan 
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kewenangnannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) keputusan KPPU No 5 
Tahun 2000.34 
d. Petunjuk  
 Petunjuk merupaan salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 42 huruf d UU 
No 5 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan perbuatan praktek monopoli dan atau/ 
persaingan usaha tidak sehat, tentunya petunjuk tersebut harus dapat di tarik dan suatu 
perbuatan ataupun perjanjian yang menimbulkan praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat, dimana petunjuk itu mempunyai “persesuaian” dengan 
petunjuk lainnya aataupun petunjuk itu mempunyai persesuaian dengan perbuatan atau  
perjanjian yang diduga melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999, dan dari petunjuk 
yang saling bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang 
membentuk kenyataan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat dan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usahalah pelakunya.35 
e. Keterangan Pelaku Usaha 
Keteangan pelaku usaha adalah keterangan dari orang/ pihak yang diduga 
melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999. 
Pasal 42 huruf e UU No 5 Tahun 1999, menetapkan bahwa alat bukti 
pemeriksaan KPPU yang terakhir adalah keterangan pelaku usaha di dalam hal 
ini pelaku usaha yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh 
KPPU. Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung No 1 
Tahun 2003 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap 
putusan KPPU, KPPU berpendapat bahwa keterangan pelaku usaha yang 
disampaikan tidak perlu dimasukkan di dalam putusan, tetapi hanya akan 
                                                             
34Moch. Isnaeni, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Surabaya, Laros:2008), h.252. 




diikutsertakan sebagai bagian dari dokumen yang bersama-sama dengan putusan 
KPPU diserahkan kepada Pengadilan Negeri.36 
 
Demikinalah alat bukti yang dipakai dalam proses penyelesaian perkara oleh 
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). 
7. Pelaksanaan Putusan KPPU dan Keberatan atas Putusan KPPU  
Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU, dalam 
jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan KPPU  
dan putusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai putusan pada tingkat akhir (final) 
dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan sebagai konsekuensinya putusan 
tersebut bersifat eksekutorial, dengan pengertian bahwa putusan tersebut dapat 
dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 
a. Pelaksanaan Putusan KPPU 
Selanjutnya undang-undang menentukan bahwa dalam jangka waktu 30 hari 
terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha 
wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya 
kepada KPPU.Jika putusan tersebut dapat dijalankan oleh pelaku usaha dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.Putusan KPPU tersebut berlaku sebagai bukti permulaan yang 
cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 
                                                             




b. Keberatan atas Putusan KPPU 
 Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan 
kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan 
tersebut diterima. Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh 
pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus 
memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan 
tersebut. Selanjutnya jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka 
pihak yang berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh penadilan negeri dapat 
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari terhitung sejak 
putusan dijatuhkan.Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari 













Waktu penanganan dan penyelesaian perkara oleh KPPU dalam kaitannya dengan 
lembaga peradilan yang ada 
 
Poin Deskripsi (Uraian) Hari 
                                                             





A Pemeriksaan pendahuluan (Pasal 
39(1)) 
30 
B Pemeriksaan lanjutan (Pasal 43 (1)) 60 
C Perpanjangan waktu pemeriksaan 
lanjutan ( Pasal 43 ayat (2)) 
30 
D Putusan ada tidaknya pelanggaran 
(Pasal 43 ayat (3)) 
30 
E Penyampaian putusan (Pasal 43 ayat 
(4)) 
30 





Sub Total Hari 180 
G Pengajuan keberatan ke PN (Pasal 
44 ayat (2)) 
14 
H Pemeriksaan keberatan (Pasal 45 
ayat (1)) 
14 





Sub Total Hari 58 
J Kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 
45 ayat (3)) 
14 





Sub Total Hari 44 
 Total Hari  282 
 
Sumber data: Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli 





8. Sanksi Yang Diberikan KPPU Kepada Para Pelaku Usaha Yang 
Melanggar Ketentuan UU No 5 Tahun 1999 




a. Sanksi Administratif 
Sanksi administtratif merupkan sanksi yang dapat diambil oleh komisi 
terhadap  pelaku usaha yang melanggar UU No 5 Tahun 1999. Sanksi administrasi 
diatur dalam pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut: 
1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini 
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  dapat berupa: 
a) Pentepan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
sampai dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16. 
b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghntikan integrasi vertical 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, penjelasan resmi menjelaskan 
bahwa penghentian integrasi vertical antara lain dilaksanakan dengan 
pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku 
usaha lain atau perubahan bentuk rangkaian produksinya dan atau 
c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 
menimbulkan praktik monopoli dan atau/ menyebabkan persaingan usaha 
tiddak sehat, dan atau/ ,erugikan masyarakat 
d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi 
dominan 
e) Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha dan 
pengambilalhan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
f) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1000.000.000,00 (satu miliyar 






Dari ketentuan pasal 47 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan 
administrative yang dapat diambil oleh komisi adalah sebagai berikut: 




2. Memberikan perintah agar pelaku usaha segera menghentikan kegiatan integrasi 
vertikal 
3. Memberikan perintah agar pelaku usaha daapat menghentikan kegiatan yang 
terbukti telah menimbulkan persaingan tidak sehat. 
4. Memberikan perintah agar pelaku usaha dapat menghentikan penyalahgunaan 
posisi dominan 
5. Menetapkan pembatalan marger, akuisisi, dan konsolidasi yang menimbulkan 
persaingan curang 
6. Menetapkan pembayaran sejumlah ganti rugi  
7. Mengenakan denda 
Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun 
alternatif.Dalam hal tentang denda telah diatur dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, 
dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan gantirugi yang tercantum 
dalam keputusan KPPU No.252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang pedoman pelaksanaan 
ketentuan pasal 47 UU No 5 Tahun 1999. 
Ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut diantaranya adalah penetuan 
mengenai nilai dasar denda akan terkait dengan tiga hal. Yakni proposisi dari nilai 
penjualan, tingkat pelanggaran dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.Penentuan 
tingkat pelanggaran dilakukan kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran dengan 
mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus. 




Hukum Anti Monopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar 
hukum.Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum 
umum yaitu, kepolisian sebagai penyelidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim untuk 
mngadilinya.Jadi sungguhpun telah ada komisi yang dibentuk berdasarkan UU No 5 
Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi saja jadi, komisi pengawas 
tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. 
Komisi dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakaukan penyelidikan 
jika: 
1. Pelaku usaha tidak menjalankan putusan komisi berupa sanksi adminisratif 
2. Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang 
diperlukan dalam penyelidikan dan atau/ pemeriksaan atau menghammbat 
proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. 
Putusan komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu 
penyelidikan perkara pidana, yaitu: 
a) Sanksi Pidana Pokok 
Yang termasuk dalam sanksi pidana pokok adalah (a) pidana denda minimal 
25 milyar rupiah dan maksimal 100 milyar rupiah atau (b) pidana kurungan pengganti 
denda paling lama 6 bulan, sanksi pidana diberikan oleh pengadilan artinya bukan 
kewenangan komisi jika melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 
1) Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian  oligopoli (pasal 4), perjanjian 




kartel (Pasal 11), perjanjian Trust (pasal 12), Perjanjian oligopsoni (pasal 
13),Perjanjian Integrasi vertical (pasal 14), Perjanjian yang dilarang dengan 
pihak luar negeri (pasal 16), Kegiatan monopoli (pasal 17), kegiatan 
monopsoni (pasal 18), Penguasaan pasar yng dilarang (pasal 19), 
Penyalahgunaan posisi dominan (pasal 25), Kepemilikan saham yang dilarang 
(pasal 27), melakukan marger, akuisisi dan konsolidasi yang dilarang (pasal 
28), Pelaku diancam dengan pidana denda paling rendah 25 milyar rupiah dan 
paling tinggi 100 milyar rupiah, dan atau pidana kurungan pengganti denda 
paling lama 6 bulan. 
2) Pelanggaran terhadap ketentuan penetapan harga yang dilarang (pasal 5-8), 
perjanjian tertutup yang dilarang (pasal 15), melakukan jual rugi yang dilrang 
(pasal 20), melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang 
(pasal 21), persengkongkolan yang dilarang (pasal 22-24), jabatan rangkap 
(pasal 26). Pelaku usaha diancam pidana denda paling rendah 5 milyar rupiah 
dan paling tinggi 25 milyar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda 
selama-lamanya5 bulan. 
3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41, yakni pelaku usaha tidak mau 
menyerahkan alat bukti dalam penyelidikan dan atau/ pemeriksaan, atau 
menolak diperiksa untuk suatu proses penyelidikan dan atau/ pemeriksaan, 
menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan dan atau/ 




melakukan hal ini pelaku usaha diancam pidana paling rendah satu milyar dan 
paling tinggi 5 milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda paling 
lama 3 bulan  
b) Pidana Tambahan  
 Ketentuan tentang pidana tambahan terdapat pada pasal 49 UU No 5 Tahun 
1999 dimana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman: 
1) Pencabutan Izin usaha  
2) Pelaku usaha telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap UU No 5 
Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-
kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun 
3) Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan 














                                                             
38Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta, Rajawali Pers:2010), h.277-281. 
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B. Tinjauan Umum tentang Kartel 
1. Pengertian Kartel 
Perjanjian kartel merupakan salahsatu perjanjian yang kerapkali terjadi dalam 
tindak monopoli.Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan 
pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan 
perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu 
yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk 
melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. 
Biasanya kartel dipraktikkan oleh asosiasi dagang bersama dengan 
anggotanya.Dengan asosiasi, kumpulan pelaku usaha dengan mudah menyusun 
standarisasi sesama mereka dalam memudahkan kegiatan usaha mereka. Namun 
bahaya akan muncul jika asosiasi tersebut melakukan pengaturan harga yang 
menghambat persaingan usaha yang sehat. Karenanya dalam kartel, unsur harga dan 
output menjadi penting, para pihak dalam kartel seharusnya mempunyai kebijkan 









independen terutama tentang kedua hal tersebut, bersepakat untuk menyatukan 
kebijakan sehingga tidak ada lagi kompetisi.39 
Dalam pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 yang berbicara tentang kartel bahwa 
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang 
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran 
suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat.40 
Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni dalam “harga”, 
“produksi”, dan wilayah pemasaran terdapat dua kerugian yang terjadi pada kartel 
yakni; Pertama, terjadinya praktek monopoli oleh para pelaku usaha kartel sehingga 
secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan 
dengan timbulnya deadweight Lost. Kedua, dari segi konsumen akan kehilangan 
pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.41 
2. Sejarah Singkat Kartel di Jepang 
Pada abad ke-17 Jepang mengadopsi politik isolasi atau sakoku. Kebijakan ini 
dimaksudkan untuk menangkal pengaruh luar terhadap jepang atau dengan kata lain 
menutup pintu untik kedatangan pihak asing yang ditakutkan akan “menjajah” jepang. 
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40Augustinus Simanjuntak, Hukum Bisnis, Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan 
Praktik Bisnis (Depok, Rajawali Pers:2017), h.164. 





Hal ini bisa dilakukan jepang karena secara mandiri jepang dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Terutama kebutuhan akan pangan juga produksi pertanian jepang 
sedang booming pada masa itu. Dan, salah satu akibat dari kebijakan isolasi ini adalah 
keberadaan ekonomis feudal yang berbasis pada sistem tuan tanah serta gilda. 
Namun, kebijakan tersebut berubah ketika restorasi Meiji pada tahun 1870 
terjadi.Salah satu nafas dari restorasi Meiji adalah industrialisasi modern guna 
bersaing dengan Negara-negara lain, terutama amerika dan eropa.Pada masa inilah 
kartel digunakan pemerintah jepang untuk mengendalikan dampak negatif dari 
industrialisasi, misalnya bentuaran antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan 
bisnis. 
Bentuk lazim kartel pada masa tersebut adalah pembentukan perkumpulan 
dagang atau asosiasi industri. Disisi lain, melalui pembentukan asosiasi industri, 
pemerintah jepang melakukan mobilisasi sumber daya swasta guna memenuhi 
kepentingan masyarakat. Lebih lanjut kartel/asosiasi indutri juga menjadi alat 
pemerintah untuk penyerapan angkatan kerja.Sebagai imbalannya pelaku usaha 
mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah. 
Keberadaan kartel yang diorganisir pemerintah tersebut menghasilan kondisi 
perekonomian yang didominasi oleh sejumlah orang atau kelompoksaja.Kelompok-
kelompok inilah yang dikelan sebagai zaibatsu atau konglomerat.Konglomerat inilah 




usaha yang tidak sehat kondisi ini dimungkinkan karena pemerintah jepang 
memberikan perlakuan khusus kepada para konglomerat. 
Ketika jepang menyerah kepada amerika serikat dan sekutunya pada perang 
dunia II, tiga hal pertama yang dilakukan oleh para pemenang perang yang bergabung  
dalamThe Alied Occupation Forces (AOF), adalah melakukan demokratisasi ekonomi. 
Tujuannya adalah untuk merekontruksi perekonomian jepang yang berbasis 
demokrasi. Keberadaan konglomerat yang sangat agresif mengembangkan bisnisnya 
dianggap Amerika Serikat sebagai pemicu agresivitas Imprealisme jepang dalam 
mencari bahan baku industri. Disisi lain, konglomerat juga menimbulkan efek buruk 
terhadap perekonomian jepang yang ditandai dengan konsentrasi industri pada 
sekelompok pelaku usaha saja.42 
 
3. Pendekatan Hukum Perjanjian Kartel 
Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antara pesaing-pesaing 
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang 
dan/ atau jasa, larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berarti 
pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah pendekatan rule of reason.43 
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Kata-kata “mengatur produksi dan atau pemasaran” bertujuan mempengaruhi 
harga adalah menunjukkan upaya untuk meniadakan kesempatan pihak lawan dalam 
pasar untuk memilih secara bebas untuk penawaran anggota kartel. 
Pasal ini menunjukkan cakupan hanya dalam hal produksi dan penjualan, tidak 
meliputi pengembangan atau pembelian, selain itu pasal ini menjangkau pembagian 
pelanggan yang tidak tecakup dalam pasal 9 (pembagian wilayah), namun tidak 
mencakup tender kolusif (pasal 22) dan agensi yang melaporkan harga yang 
teridentifikasi yang tercakup di pasal 5 karenanya, pembahasan pasal 11 tekait dengan 
pasal 5,9 dan 10. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 11 tentang kartel 
terdiri dari, pertama, para pihak harus pelaku usaha44, kedua, saling bersaing45, dan 
ketiga, membuat perjanjian.46 
Kartel dianggap sebagai Per Se Ilegal47 di Negara-negara barat,48 sebab pada 
kenyataan bahwa price fixing dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak 
negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar yang 
kompetitif. Adapun kartel jarang sekali menghasilkan efisiensi karena yang dihasilkan 
sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif dengan tindakan-tindakannya. 
                                                             
44Tentang pelaku usaha lihat pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1999 . 
45Tentang saling pembatasan pasar  dan relasi persaingan usaha (Lihat Pasal 1 angka 6, pasal  
1 angka 9, pasal 1 angka 10. 
46Tentang perjanjian kembali (Lihat pasal 1 angka 7 dan pasal 1 angka 8. 
47Per Se Ilegal Adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau 
illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.Disini hakim cukup menilai 
apakah tindakan pelaku usaha tersebut telah memenuhi unsure-unsur dalam pasal tersebut atau tidak, 
sehingga prinsip ini relative mudah dan sederhana. 




Apabila kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha berhasil maka akan menjadikan 
keputusan-keputusan tentang harga dan outputseperti, keputusan-keputusan yang 
dikeluarkan oleh perusahaan pemonopoli mengakibatkan: 
a. Kertel tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli dan dari konsumen 
yang terus menerus membeli barang atau jasa pada harga kartel. 
b. Terjadinya penempatan sumber secara salah yang diakibatkan oleh pengurangan 
output karena para konsumen seharusnya membeli pada harga yang kompetitif, 
selain terbuangnya sumber daya untuk mempertahankan keberadaan kartel itu 
sendiri. 
Namun, dikatakan juga bahwa kartel jika di tolerir akan menciptakan stabilitas 
dan kepastian pasar atau keuntungan-keuntungan monopoli yang dihasilkan sangat 
penting untuk membiayai kegiatan yang berguna bagi masyarakat seperti penelitian. 
Namun, pada dasarnya kartel selalu tidak stabil, kecuali dilindungi oleh pemerintah. 
Berbeda dengan suatu perusahaan tunggal monopoli yang memegang kendali 
keputusan-keputusannya, kartel selalu tergantung kepada pencapaian dan 
pemeliharaan kesepakatan-kesepakatan antara sejumlah besar pelaku usaha sedangkan 
mereka berusaha untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan kecurangan 
kepada kartel. 
Kesepakatan-kesepakatan didalam kartel sulit dicapai ketika industri peserta 
kartel memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda.Dalam hal ini harga yang 




Hal ini mungkin tidak bisa diterima oleh peserta-peserta yang lain. Kalaupun 
kesepakatan-kesepakatan tercapai, para peserta kartel cenderung curang dengan  
memberikan rabat dan diskon kepada konsumen. Selain itu, jika harga dipungut pada 
tingkat monopoli, maka pesaing-pesaing lain akan masuk kepasar. 
Mungkin pembuat UU No 5 Tahun 1999 sangat berpengaruh oleh argument-
argumen yang mentolerir kartel tersebut diatas sehingga didalam pasal 11 UU No 5 
Tahun 1999 tidak mengkategorikan kartel sebagai Per Se Ilegal. Namun, perlu dicatat 
bahwa argumen-argumen tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu; 
a. Stabilitas dan kepastian pasar yang diciptakan oleh kartel adalah semua karena tidak 
sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan yang mempengaruhi penawaran 
harga, selain tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pelaku usaha yang melakukan 
kartel akan menggunakan keuntungan-keuntungan monopolinya untuk kepentingan 
konsumen. 
b. Diakui bahwa kartel tidak akan berlangsung lama, tetapi juga ada yang berlangsung 
lama. Kartel yang terjadi dalam jangka waktu yang lama merugikan persaingan dan 
konsumen. 
Dalam hal kartel, Indonesia tampak mengikuti jepang yang mensyaratkan 




didalam larangan terhadap kartel.Jadi, perjanjian kartel baru illegal jika sudah 
dipraktikkan dan ternyata mengurangi persaingan secara Subtantial.49 
 Berdasarkan rumusan pasal 11 UU No 5 Tahun 1999, suatu perjanjian kartel 
dapat dikenakan sanksi maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Adanya suatu perjanjian  
b. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing 
c. Bertujuan untuk mempengaruhi harga  
d. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi atau 
pemasaran barang dan/ atau jasa tertentu. 
e. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopli dan 
persaingan usaha tidak sehat. 
UU No 5 Tahun 1999 melarang kartel secara Rule Of Reason,dan perjanjian 
kartel baru dilarang apabila dalam prakteknya telah mengurangi atau menghambat 
persaingan secara signifikan dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan kartel dalam pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 
merupakan kartel harga dan kartel produk. 
Dalam bebeapa kasus pembentukan kartel dapat membawa keuntungan, serta 
dapat memberikan perlindungan (proteksi) terhadap suatu industri dari ancaman 
persaingan yang mematikan, yaitu dengan menjaga kapasitas produksi, terutama pada 
                                                             





industry yang memerlukan investasi besar seperti jaringan kereta api, telepon. 
Disamping itu sistem kartel juga dapat mencegah pengaruh dari persaingan yang 
memaksa perusahaan melakukan inovasi yang tidak begitu mendesak, dengan 
demikian perusahaan terhindari dari pengeluaran untuk riset yang pengembangan tidak 
perlu.50 
4. Dampak Terjadinya Kartel 
Secara umum para ahli sepakat bahwa kartel dapat mengakibatkan kerugian 
baik bagi perekonomian suatu Negara maupun bagi konsumen. 
1. Potensi kerugian bagi perekonomian suatu Negara 
a. Infisiensi alokasi dan produksi  
b. Menghambat inovasi dan penemuan tekhnologi baru 
c. Menghambat masuknya investor baru 
d. Menyebabkan kondisi perekonomian Negara tidak kondusif dan kurang 
kompetitif 
 
2. Potensi kerugian bagi konsumen  
a. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal 
b. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari segi jumlah dan atau 
mutu  
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c. Terbatasnya pilihan konsumen. 
Sedangkan menurut Ashabul Kahpi dari sisi perlindungan konsumen pemerintah 
harus memperhatikan dan berupaya untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik 
bisnis oleh pelaku usaha yang curang, menurutnya di Indonesia mayoritas beragama 
islam sehingga barang dan atau jasa yang dikonsumsi konsumen memenuhi standar 
halalan thayyiban dan mubarraqan.51 
5. Kartel dalam Perspektif Islam 
Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. 
Namun tentu saja orang yang yang menjalankan usaha islam tentunya harus 
menggunakan tekhnik atau cara khusus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah 
Rasulullah SAW. 
Perjanjian kartel dalam islam disebut transaksi tadlisyang artinya transaksi 
penipuan karena dengan transaksi tadlis ini membuat pasar tidak idealdisebabkan 
antara penjual dan pembeli salah satu diantaranya tidak mempunyai informasi yang 
sama tentang barang yang diperjualbelikan jika hal ini terjadi maka akan ada salah satu 
pihak yang dirugikan dan terjadilah kecurangan atau penipuan. 
Menurut Adiwernan Karim, transaksi tadlis mempunyai beberapa bentuk yaitu: 
a. Tadlis dalam kuantitas 
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Penipuan seperti ini dilakukan dengan mengurangi jumlah barang atau 
timbangan. 
b. Tadlis dalam Kualitas 
Penipuan seperti ini dilakukan dengan jalan menyembunyikan cacat barang 
atau memberikan kualifikasi barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.52Tentu 
hal itu sanga merugikan.Praktik-praktik seperti ini biasanya merugikan konsumen 
padahal dalam QS. Al-Syu’ara/26: 181-183): 
اَلََولْيَكْلٲْاُوفْوَٵَانِْيِسِْخُْملَٲنِمْاُْونْوَُكت١۝١۝ْاِيَِقت ُسلمٲِساَطْسِقلٲِباُْونِزَو١۝١۝ْايِدِسف ُِضِْرَْٓلايِفْاَْوثَْعتَلَو ُْهَُٓءاَي ْ شَٔاَساَّنٓلاْاْوُسَخَْبتَلَو
َان١۝١۝ 
 Terjemahan: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-
orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus 
(182) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan (183)”53 
 
Dari ayat tersebut Allah SWT telah melarang adanya praktik kartel dan 
menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang 
khususnya untuk berlaku jujur, penyimpangan yang tidak begitu tampak kerugian atau 
kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih 
besar seperti, perampokan, pencurian korupsi, manipulasi, pemalsuan tetap 
diharamkan oleh Allah SWT karena kecurangan-kecurangan halus seperti tu akan 
                                                             
52Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta, Renaisan: 2005), h.38-39. dalam 
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Alauddin university Press: 2013), h.126. 
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memicu terjadinya kejahatan-kejahatan lain. Dalam islam telah melarang adanya 
kecurangan-kecurangan dalam jual beli sebagai bentuk tindakan pencegahan sebelum 
muncul kejahatan yang lainnya. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT dan 
Rasulullah SAW. 
Kartel dalam islam juga masuk kategori ikhtikar yaitu menyembunyikan 
barang-barang untuk menaikkan harga dengan sengaja. Pemaksaan harga seperti ini 
tentunya sangat merugikan konsumen karena persediaan barang terbatas dan harganya 
juga melonjak. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda: 
اْلِقْٵَمْنَعاََسِيْنِبﷴﷴَاَلق ْْ : ْاَوِيراَّنلَانِمِمْظُعِبُەدِقعُْينَِٔاهَّللاَىَلعاًّق ََنََكَْمَِيَلَُعَيَِلْغُيَِلنيمِلْسُْملاِراَعْسَْٔانِمٍءَشَيَِفلَخَدْنَمِاةَمَايِْقلاَم 
Terjemahan: Dar Maqil Bin Yasir, Muhammad SAW bersabda: ”Barang siapa 
yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah SWT 
akan menempatkannya didalam neraka pada hari kiamat.”(HR. Thabrani)54 
Rasulullah SAW melarang ikhtikar atau biasa kita sebut saat ini adalah kartel, 
begitupun khalifah kedua, Umar mengumumkan bahwa menyembunyikan keadaan 
barang tidak sah dan haram. Imam malik meriwayatkan bahwa khalifah Umar berpesan 
bahwa tidak seorangpun yang boleh menyembunyikan keadaaan barang dagangan 
dalam pemasarannya. Menurut riwayat Ibnu Majah, Umar pernah berkata “Orang yang 
membawa hasil panen kedalam kota akan dilimpahkan kekayaan yang banyak dan 
                                                             
54Ahmad, Musnad Ahmad, Juz 5, h.27 dalam Darussalam, Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis 




orang yang menyembunyikan akan dikutuk. Afzalurrahman mengatakan “ jika ada 
seseorang yang menyembunyikan hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya 
sementara orang lain memerlukannya maka pemerintah dapat menjual hasil panennya 
dengan paksa, hal yang sama pula yang dilakukan oleh khalifah Usman selama 
kekhalifaanya,55 
Monopoli atau perilaku kartel akan muncul manakala pusat kontrol pasokan 
barang atau jasa dipegang oleh satu atau dua pelaku usaha. Mereka mengontrol suplai 
barang dan atau jasa dan menetapkan harga yang lebih mengutungkan untuk mereka, 
tapi keuntungan yang diperoleh sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat 
oleh karena itu Rasulullah tidak membenarkan adanya monopoli/ kartel dalam 
kehidupan bermasyarakat.56 
c. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Penanganan Perkara 
 Dalam penelitian ini untuk mengukur efektif atau tidaknya penanganan perkara 
di KPPU maka penulis menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya 
ringan.Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan 
Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 
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tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 
ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 
ringan, selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu 
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam 
penjelasan pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk 
memenuhi harapan para pencari keadilan. 
Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa 
asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manausia yang 
telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1970 (penj. Undang-
undang nomor 14 tahun 1970 ini telah diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 
2004: Pen.) harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini (maksudnya 
Undang-undang nomor 8 Tahun 1981). Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut 
antara lain peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak 
memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan 
(penjelasan butir 3e). 
Karena penelitian ini untuk mengukur efektif atau tidaknya penanganan perkara 
di KPPU penulis menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.Untuk 
kriteriacepat dalam artian bahwa perkara di KPPU bisa diselesaikan sesuai dengan 




menumpuk, sederhana dalam artian bahwa proses penanganan perkara di KPPU tidak 
berbelit-belit dan terdapat kepastian hukum. Sertabiaya ringan dalam artian dalam 
penangan perkara KPPU menggunakan biaya yang ringan serta pelaku usaha yang 






















  Metode penelitian, bagian ini berisi ulasan tentang metode yang dipergunakan 
dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi: jenis dan lokasipenelitian, pendekatan, 
populasi dan sampel atau sumber data, metode pengumpulan data, instrument 
penelitian dan tekhnik pengelolahan dan analisis data.57 
A. JenisPenelitian 
Bagianini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, baik dari sisi field 
research dan library research maupun kuantitatif ataupun kualitatif.58Jenis penelitian 
yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif darisisi 
fieldresearch.Penelitian kualitatif lapangan yaitu jenis penelitian yang 
menggambarkan secara kualitatif.59Mengenai objek yang dibicarakan sesuai 
kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.60Penelitian ini menggambarkan Tentang 





                                                             
57MuljonoDamopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jl.Sultan Alauddin 
Makassar,Alauddin Press: 2013), h.15. 
58Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jl.Sultan Alauddin 
Makassar,Alauddin Press:2013), h.16. 
59Penelitian Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi dari instansi maupun 
pihak-pihak lain yang ada kaitannyadengan masalah yang akan dibahas 





Lokasi penelitian yang dimaksudkan di sini harus memuat argumentasi peneliti 
yang mendasari pemilihan lokasi secara logis dan akademis.61Penelitian yang 
dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di yurisdiksi KPPU (KOMISI PENGAWAS 
PERSAINGAN USAHA) KANTOR PERWAKILAN DAERAH (KPD) 
MAKASSAR, adapun pertimbangan penulis mengambil lokasi tersebut Karena 
penulis membutuhkan data-data/ informasi langsung dari instansi terkait dan tempat 
tersebut merupakan satu-satunya kantor KPPU yang adadikota Makassar. 
C. PendekatanPenelitian 
Bagian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan 
pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi yang dimaksud disini menjelaskan 
perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian.62Pendekatan yang 
digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Yuridis-Empiris.Pendekatan ini 
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya 
atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 
sebenarnya atau keadaannyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 
diperlukan terkumpul kemudian menujuk kepada identifikasi masalah yang pada 
akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 
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Alauddin Press:2013), h.16. 
62Muljono Damopolii, Pedoman PenulisannKaryaTulis Ilmiah (Jl.Sultan Alauddin Makassar, 




 Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis-empiris karena hendak mengetahui 
sejauhmana Peranan KPPU KPD Makassar Dalam Melakukan Penanganan  Kasus 
Kartel Usaha sesuaidenganwewenang yang telah diberikanolehundang-undang. 
D. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung daril okasi penelitianyaitu di 
KPPU KPD Makassar.Sumber dari data primer ini adalah hasil dari wawancara 
terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research), Yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas, data 
sekunder terbagi atas 3 yaitu: 
a) Data Sekunder Primer 
Data sekunder primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan. 
b) Data Sekunder Sekunder 
Data sekunder sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur hukum 






c) Data Sekunder Tersier 
Data sekunder tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya bahan-
bahan dari media internet, majalah, kamus hukum, bulletin, Koran dsb. 
E. TekhnikPengumpulan Data 
Bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan atau/kartu 
data.63Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis melakukan 
pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data,yaitu: 
1. Observasi 
Observasi dilakukan secara langsung pada KPPU KPD Makassar, melakukan 
pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah 
penelitian ini.64 
2. Wawancaraatau Interview 
Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secarali san terhadap sebagian 
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responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 
disediakan. 
F. Tekhnik PengolahandanAnalisa Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis 
kualitatifatau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau 
gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, 
potret, dokumen perorangan memorandum dan dokumen resmi sehingga dapat 









                                                             








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum KPPU KPD Makassar 
KPPU KPD Makassar adalah  lembaga pengawas persaingan usaha yang ada di 
Makassar yang memilki visi dan visi sebagai berikut: 
1. Visi Dan Misi KPPU KPD Makassar 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang 
menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat 
direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian 
dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut: 
a) Visi KPPU Makassar 
Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 
1999 adalah: 
“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan 
Rakyat”. 
b) Misi KPPU 
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut: 
1) Pencegahan dan Penindakan 
2) Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha 




2. Tugas dan Fungsi Pokok 
  Pasal 86 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Kantor  
a. Perwakilan Daerah sebagai berikut: 
Kantor Perwakilan Daerah adalah: 
1) Kantor Perwakilan Daerah merupakan unit kerja yang membantu 
pelaksanaan tugas pokok dan wewenang Komisioner atas suatu wilayah kerja 
tertentu 
2) Kantor Perwakilan Daerah berkedudukan di kota Provinsi 
3) Kantor Perwakilan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah 
4) Kepala Kantor Perwakilan Daerah merupakan jabatan setingkat Kepala Biro 
atau Direktur 
5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala kantor Perwakilan Daerah 
bertanggungjawab kepada Komisioner, dan secara administratif 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. 
 Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan 
dukungan administratif dan teknis pada bidang pencegahan dan penegakan hukum 
persaingan usaha dalam wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 




a. Koordinasi pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sumber daya 
manusia, serta sarana dan prasarana dalam lingkup Kantor Perwakilan 
Daerah; 
b. Koordinasi pelaksanaan pengkajian/penelitian, monitoring pelaku usaha, 
evaluasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan hubungan kemitraan, dan 
internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya;  
c. Koordinasi pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan, serta investigasi 
terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat/atau dugaan 
pelanggaran pelaksanaan hubungan kemitraan dalam wilayah kerjanya; 
d. Koordinasi perbantuan pelaksanaan persidangan majelis terkait dugaan 
pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya; 
e. Koordinasi pelaksanaan tugas litigasi, eksekusi, dan monitoring pelaksanaan 
Putusan KPPU dalam wilayah kerjanya; 
f. Koordinasi pengelolaan data ekonomi, industri, dan perdagangan dalam 
wilayah kerjanya; dan 
g. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal atau 
Deputi Pencegahan atau deputi Penegakan Hukum. 
 
 
b.Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah terdiri atas: 




Bagian Pencegahan mempunyai fungsi menyiapkan dan melaksanakan kegiatan 
pengawasan dan pencegahan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pencegahan 
menjalankan tugas : 
a) Penyiapan dan pelaksanaan pengkajian/penelitian dalam wilayah kerjanya; 
b) Penyiapan dan pelaksanaan monitoring pelaku usaha dalam wilayah kerjanya; 
c) Penyiapan dan pelaksanaan internalisasi nilai persaniang usaha yang sehat 
dalam wilayah kerjanya. 
2) Bagian Penegakan Hukum 
Bagian Penegakan Hukum mempunyai fungsi melaksanakan administrasi penerimaan 
laporan dan klarifikasi laporan, serta penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan 
usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bagian 
Penegakan Hukum menjalankan tugas : 
a) Pelaksanaan penerimaan dan klarifikasi laporan dari masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran persaingan usaha yang sehat; 
b) Pelaksanaan investigasi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang 
sehat; 
c) Perbantuan pelaksanaan persidangan majelis terkait dugaan pelanggaran 
persaingan usaha yang sehat dalam wilayah kerjanya. 
 




  Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melaksanakan administrasii 
pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan Kantor Perwakilan Daerah, serta urusan 
hubungan masyarakat dan kerjasama kelembagaan dalam wilayah kerjanya. Dalam 
melaksanakan fungsi tersebut, Sub Bagian Tata Usaha menjalankan tugas : 
a) Penyiapan rencana program dan anggaran Kantor Perwakilan Daerah; 
b) Pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan kerumahtanggaan Kantor 
Perwakilan Daerah; 
c) Koordinasi pelaksanaan hubungan dengan masyarakat dan media massa di 
daerah, serta kerjasama kelembagaan;  
d) Penyiapan laporan kinerja dan keuangan Kantor Perwakilan Daerah. 
C.Struktur Organisasi KPPU Kantor Perwakilan Daerah Makassar 






B. Bentuk Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar 















Dalam melakukan  pencegahan kasus kartel KPPU KPD Makassar melakukan 
beberapa upaya diantaranya: 
a. Sosialisasi  
  Sosialisasi adalah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPPU agar 
masyarakat umum mampu mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat 
termasuk kartel 
b. Audiensi  
Audiensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh KPPU dengan beberapa pelaku 
usaha untuk membahas terkait persaingan usaha yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 
1999 termasuk didalamya adalah kartel (pengertian kartel, bentuk-bentuk kartel, 
dampak dan bahaya kartel). 
c. Advokasi  
Advokasi adalah suatu bentuk rekomendasi dan dukungan aktif KPPU terhadap 
kebijakan pemerintah dan aktivitas-aktivitas  pelaku usaha pada persaingan di pasar. 
d. Forum Jurnalis 
Forum jurnalis adalah forum yang diadakan oleh KPPU bersama dengan para 
jurnalis daro berbagao media yvng diajak kerjvsama oleh KPPU  untuk 
mensosialisasikan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel kartel (pengertian 
kartel, dampak dan bahaya kartel). 




Forum diskusi adalah Forum dimana KPPU melakukan sosialisasi dengan 
akademisi dan/ atau aparat pemerintah dan juga mahasiswa misalnya kuliah umum di 
kampus-kampus dvn menerima mahasiswa yang magang di KPPU. 
f. Media Visit mengenai UU no 5 Tahun 1999  kepada pemangku kepentingan KPPU 
yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, media cetak dan elektronik, 
adapun mediacetak yang diajak bekerjasama oleh KPPU adalah grup fajar, Tribun 
Timur dan untuk media elektronik seperti  fajar TV, Kompas TV, TVRI dll. 
g. Melakukan advoksi kebijakan kepada pemerintahyang berpotensi mengakibatkan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (kartel). 
 Apabila hasil kajian tersebut terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau kartel maka akan direkomendasikan 
untuk memperbaiki kebijakan tersebut kepada instansi yang menegeluarkan kebijakan. 
Apabila dalam hasil kajian tidak terdapat unsur (SCP dan/ atau kebijakan) yang dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel, mvka KPPU KPD 
Makassar akan  terus mengawasi struktur, perilaku dan kinerja industri tersebut melalui 
penelitian dan kajian secara simultan setiap tahunnya 
Disamping itu, KPPU KPD Makassar juga melakukan kegiatan kajian idustri 
sektor unggulan strategis dengan meneliti struktur, perilaku dan kinerja suatu industri. 
Apabila hasil kajian industri tersebut adalah suatu industri yang terindikasi atau 




kajian tersebut akan direkomendasikan untuk dilakukan penelitian inisiatif yang akan 
dilakukan oleh KPPU KPD Makassar. 
Pada tahun 2018 KPD Makassar telah melakukan kegiatan pencegahan 
sebanyak 52 kegiatan yang meliputi kegiatan sosialisasi, audiensi, advokasi forum 
jurnalis, forum diskusi, dan media visit dibeberapa wilayah kerja KPPU KPD 
Makassar. 
h. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat  mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat/ kartel. 
Dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat  mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel dalam setahun tidak dapat ditentukan 
jumlahnya karena penelitian terhadap perjanjian kadang kala memakan waktu lebih 
dari setahun.   
i. Melakukan pengawasan dan /atau  pengontrolan terhadap perusahaan yang ada di 
Makassar  
KPPU KPD Makassar melakukan pengawasan dan/ atau pengontrolan 
berdasarkan pasal 36 huruf  b UU no  5 Tahun 1999 yang berbunyi: 
“Komisi berwenang melakukvn penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha  
danatau tindakan pelaku  usaha yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” 
  
 Bentuk penelitian yang  dilakukan oleh KPPU KPD Makassar  terdapat 




penanganan perkara. Bentuk implementasi penelitian dalam  rangka  pengawasan yang 
dilakukan oleh KPPU Makassar adalah sebagai  berikut: 
1) Penelitian inisiatif  
Penelitian inisiatif adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar 
terhadap perilaku pelaku usaha yang  diduga melanggar  UU No 5 Tahun 1999. 
2) Kajian Sektor Industri 
Kajian Sektor Industri adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar 
dengan cara  pemetaan struktur pasar suatu  industri, yang  apabila ditemukan pelaku 
usa yang diduga melanggar UU No 5 Tahun 1999 dapat ditindaklanjuti ditahap 
penyelidikan. 
3) Evaluasi Kebijakan Pemerintah  
Evaluasi kebijakan pemerintah adalah penelitian yang dilakukan terhadap 
kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999, yang apabila 
ditemukan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU no 5 Tahun 1999 
KPPU dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerinntah untuk merevisi 
dan bahkan mencabut kebijakan tersebut. 
 
4) Kerja Sama Kelembagaan  
Kerjasama kelembagaan adalah KPPU berperan aktif dalam setiap kegiatan antar 




manaapabila terdapat input dari eksternal terkait hambatan dalam persaingan usaha 
dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif. 
5) Pengawasan Melalui Media 
Pengawasan melalui media adalah KPPU senantiasa menjalin hubungan baik 
dengan media cetak maupun elektronik selain sebagai partner dalam mensosialisasikan 
kinerja KPPU, media juga dapat memberikan input kepada KPPU terkait hambatan 
dalam persaingan usaha dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif. 
6) Pengawasan Pengadaan Barang Dan Jasa 
Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah penelitian terhadap tender yang 
dilakukan melalui pemantauan terhadap LPSE dikarenakan tender sudah dilakukan 
melalui elektronik. 
2. Bentuk Penegakan Hukum Kasus Kartel  
KPPU KPD Makassar melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan 
KPPU No. 1/2010 tentang tatacara penanganan perkara termasuk kartel. 
Adapun proses penanganan perkara (kartel) dan atau/ penegakan hukum kartel  
adalah sebagai berikut: 
a. Penyelidikan 
Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk 




Perkembangan hasil penyelidikan wajib disampaikan oleh komisi 60 hari sejak 
dimulainya penyelidikan dan komisi dapat menghentikan atau memperpanjang jangka 
waktu penyelidikan (pasal 38 ayat 1 dan 2 Perkom No. 1/2010). 
b. Pemberkasan   
Pemberkasan adalah penilaian layak atau tidaknya laporan hasil penyelidikan 
untuk dilakukan gelar laporan. 
Penilaian oleh unit kerja yang menangani pemberkasan disusun dalam bentuk 
Rancangan  Laporan Dugaan Pelanggaran (RLDP) yang memuat: 
1) Identitas terlapor 
2) Identitas saksi,ahli dan pihak lain 
3) Ketentuan undang-undang yang dilanggar  
4) 2 alat bukti 
5) Rekomendasi perlunya dilakukan pemeriksaan lanjutan 
Pemberkasan dilakukan 14 hari sejak menerima laporan hasil penyelidikan 
(apabila dinilai belum lengkap dan jelas harus dikembalikan kepenyelidikan untuk 
dilengkapi) (Pasal 41 ayat 1 dan 2 Perkom N0. 1/2010. 
c. Gelar laporan 
Gelar laporan dilakukan paling lama 7 hari sejak laporan hasil penyelidikan 
dinyatakan lengkap dan jelas  (psal 41 ayat 3 Perkom No. 1/2010. 
d. Sidang Majelis 




Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan atau/ 
memeriksa apakah suatu laporan tentang kartel dinilai perlu atau tidaknya untuk 
dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999 
menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari sejak tanggal 
surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan tidak hanya laporan terkait kartel yang diperiksa, namun pemeriksaan 
kasus kartel yang dilakukan atas dasar inisiatif komisi juga wajib melalui proses 
pemeriksaan pendahuluan ini.Berdasarkan pasal 49 ayat 2 Perkom No. 1/2010 
pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan 
pendahuluan. 
2) Pemeriksaan lanjutan  
Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/ penyelidikan kasus 
kartel yang dilakukan oleh majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan  
kasus kartel . Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama 60 hari sejak 
berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari 




e. Putusan komisi 




 Musyawarah majeis komisi dilaksanakan paling lama 7 hari setelah 
pemeriksaan lanjutan berakhir dan wajib menyepakati telah terjadi  atau tidak terjadi 
pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 paling lama 15 hari sejak pemeriksaan lanjutan 
berakhir (Pasal 63 ayat 1 dan 2 Perkom No 1/2010 
2) Putusan komisi 
 Putusan komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah 
berakhirnya pemeriksaan lanjutan (pasal 63 ayat 3 Perkom No. 1/2010). 
C. Efektifitas Penanganan kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar 
1. Efektifitas Pencegahan Kasus Kartel  
Efektifitas pencegahan kasus kartel oleh KPPU KPD Makassar dapat dilihat 
dari 3 sisi yaitu, jumlah dilaksanakannya tindakan reprentif (pencegahan) dan 
bagaimana dampak/pengaruh dari adanya tindakan pencegahan kasus oleh KPPU KPD 
Makassar, berapa biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pencegahan. 
a. Jumlah pelaksanaan Pencegahan kasus kartel 
1) Sosialisasi  
  Sosialisasi adalah bentuk pencegahan yang dilakukan oleh KPPU agar 
masyarakat umum mampu mengetahui adanya persaingan usaha yang tidak sehat 
termasuk kartel adapun untuk jumlah maupun target KPPU melekukan sosialisasi ke 
masyarakat setiap tahunnya , KPPU tidak memiliki target, namun meski begitu 
menurut Aru Armando selaku kepala kantor KPPU KPD Makassar respon masyarakat 




memantau aktivitas-aktivitas pelaku usaha yang memungkinkan adanya indikasi kartel 
sehingga jika ada pelaku usaha yang diduga melakukan kartel masyarakat bias 
langsung melapor kepada KPPU KPD Makassar66 
2) Audiensi  
Audiensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh KPPU dengan beberapa pelaku 
usaha untuk membahas terkait persaingan usaha yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 
1999 termasuk didalamya adalah kartel (pengertian kartel, bentuk-bentuk kartel, 
dampak dan bahaya kartel). Tindakan pencegahan ini jugaKPPU KPD Makassar  tidak 
memiliki target pertahun, namun menurut Aru Armando KPPU KPD Makassar setiap 
tahunnya melakukan audiensi.   
3) Advokasi  
Advokasi adalah suatu bentuk rekomendasi dan dukungan aktif KPPU terhadap 
kebijakan pemerintah dan aktivitas-aktivitas  pelaku usaha pada persaingan di pasar. 
Tindakan pencegahan ini jugaKPPU KPD Makassar  tidak memiliki target pertahun 
hanya mengondisikan saja. 
 
 
4) Forum Jurnalis 
                                                             
66  Hasil wawancara dengan kepala kantor KPPU KPD Makassar Aru 




Forum jurnalis adalah forum yang diadakan oleh KPPU bersama dengan para 
jurnalis dari berbagai media yang diajak kerjvsama oleh KPPU  untuk 
mensosialisasikan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel kartel (pengertian 
kartel, dampak dan bahaya kartel). Tindakan pencegahan ini jugaKPPU KPD Makassar  
tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja. 
5) Forum diskusi 
Forum diskusi adalah Forum dimana KPPU melakukan sosialisasi dengan 
akademisi dan/ atau aparat pemerintah dan juga mahasiswa misalnya kuliah umum di 
kampus-kampus dan menerima mahasiswa yang magang di KPPU.Tindakan 
pencegahan ini jugaKPPU KPD Makassar  tidak memiliki target pertahun hanya 
mengondisikan saja, tetapi KPPU KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya. 
6) Media Visit mengenai UU no 5 Tahun 1999   
Kepada pemangku kepentingan KPPU yaitu pemerintah, pelaku usaha, 
akademisi, asosiasi, media cetak dan elektronik, adapun mediacetak yang diajak 
bekerjasama oleh KPPU adalah grup fajar, Tribun Timur dan untuk media elektronik 
seperti  fajar TV, Kompas TV, TVRI dll.  
Menurut Aru Armando Dalam hal ini KPPU KPD Makassar biasa diundang 
oleh beberapa media elektronik sebagai narasumber.67 Tindakan pencegahan ini 
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jugaKPPU KPD Makassar  tidak memiliki target pertahun hanya mengondisikan saja, 
tetapi KPPU KPD Makassar tetap melaksanakan setiap tahunnya. 
7) Melakukan advoksi kebijakan kepada  pemerintah  yang berpotensi 
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (kartel). 
Apabila hasil kajian tersebut terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi 
terjadinya persaingan usaha tidak seha dan atau kartel maka akan direkomendasikan 
untuk memperbaiki kebijakan tersebut kepada instansi yang menegeluarkan kebijakan. 
Apabila dalam hasil kajian tidak terdapat unsur (SCP dan/ atau kebijakan) yang dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel, mvka KPPU KPD 
Makassar akan  terus mengawasi struktur, perilaku dan kinerja industry tersebut 
melalui penelitian dan kajian secara simultan setiap tahunnya 
Disamping itu, KPPU KPD Makassar juga melakukan kegiatan kajian idustri 
sector unggulan strategis dengan meneliti struktur, perilaku dan kinerja suutu 
industri.Apabila hasil kajian industri tersebut adalah suatu industri yang terindikasi 
atau berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel, maka 
hasil kajian tersebut akan direkomendasikan untuk dilakukan penelitian inisiatif yang 
akan dilakukan oleh KPPU KPD Makassar. 
Tindakan pencegahan ini jugaKPPU KPD Makassar  tidak memiliki target 





8) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat  mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat/ kartel 
 Dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat  mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel dalam setahun tidak dapat ditentukan 
jumlahnya karena penelitian terhadap perjanjian kadang kala memakan waktu lebih 
dari setahun. Adapun perjanjian tersebut dilakukan penilaian atas dasar inisiatif KPPU 
sendiri dan laporan masyarakat/pelaku usaha. 
9)Melakukan pengawasan dan /atau  pengontrolan terhadap perusahaan yang ada di 
Makassar  
KPPU KPD Makassar melakukan pengawasan dan/ atau pengontrolan 
berdasarkan pasal 36 huruf b UU no  5 Tahun 1999 yang berbunyi: 
“Komisi berwenang melakukvn penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha  
danatau tindakan pelaku  usaha yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” 
Bentuk penelitian yang  dilakukan oleh KPPU KPD Makassar  terdapat 
beberapa bentuk berdasarkan peraturan KPPU No.  1/2010 tentang  tata 
carapenanganan perkara. Bentuk implementasi penelitian dalam  rangka  pengawasan 
yang dilakukan oleh KPPU Makassar adalah sebagai  berikut: 
 
a) Penelitian inisiatif  
Penelitian inisiatif adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar 




b) Kajian Sektor Industri 
Kajian Sektor Industri adalah penelitian yang dilakukan oleh KPPU Makassar 
dengan cara  pemetaan struktur pasar suatu  industri, yang  apabila ditemukan pelaku 
usaha yang diduga melanggar UU No 5 Tahun 1999 dapat ditindaklanjuti ditahap 
penyelidikan. 
c) Evaluasi Kebijakan Pemerintah  
Evaluasi kebijakan pemerintah adalah penelitian yang dilakukan terhadap 
kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan UU No.5 Tahun 1999, yang apabila 
ditemukan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU no 5 Tahun 1999 
KPPU dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerinntah untuk merevisi 
dan bahkan mencabut kebijakan tersebut. 
d) Kerja Sama Kelembagaan  
Kerjasama kelembagaan adalah KPPU berperan aktif dalam setiap kegiatan antar 
lembaga sehingga mengetahui perkembangan maupun dinamika dunia usaha, yang 
manaapabila terdapat input dari eksternal terkait hambatan dalam persaingan usaha 
dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif. 
 
 
e) Pengawasan Melalui Media 
Pengawasan melalui media adalah KPPU senantiasa menjalin hubungan baik 




kinerja KPPU , media juga dapat memberikan input kepada KPPU terkait hambatan 
dalam persaingan usaha dapat sebagai dasar dimulainya penelitian inisiatif. 
f) Pengawasan Pengadaan Barang Dan Jasa 
Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah penelitian terhadap tender yang 
dilakukun melalui pemantauan terhadap LPSE dikarenakan tender sudah dilakukan 
melalui elektronik. 
Pada tahun 2018 KPD Makassar telah melakukan kegiatan pencegahan sebanyak 
52 kegiatan yang meliputi kegiatan sosialisasi, audiensi, advokasi forum jurnalis, 
forum diskusi, dan media visit dibeberapa wilayah kerja KPPU KPD Makassar. 
b. Pengaruh Yang Dihasilkan Dari Adanya Tindakan Pencegahan Kartel 
1) Pelaku usahaakan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas bisnis 
2) Kasus kartel sangat jarang terjadi  
3) Meningkatkan pelaksanaan perlindungan kepada konsumen 
4) Meski tidak secara keseluruhan masyarakat mengetahui apa yang dimaksud 
dengan kartel, penyebab dan dampaknya 
5) Masyarakat, pemerintah, instansi-instansi akademik, aparat penegak hukum 
dan media-mediaakan membantu KPPU KPD Makassar melakukan 
pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha. 





Biaya yang digunakan KPPU KPD Makassar bersumber dari APBN, untuk 
besaran jumlah pengeluaran tiap kegiatan KPPU KPD Makassar tidak bisa menshare 
ke eksternal karena itu bagian dari privasi KPPU KPD Makassar. Terkhusus kartel 
sendiri jumlah pengeluaran disesuaikan dengan jenis kegiatan pencegahan kartel, 
menurut Dahlia selaku Kasubag KPPU KPD Makassar mengatakan bahwa besaran 
anggaran pengeluaran tergantung dari kegiatannya, wilayahnya dan tergantung apakah  
kegiatan tersebut melibatkan komisioner KPPU atau tidak, dan untuk pengeluaran 
kegiatan-kegiatan pencegahan tidak pernah lebih dari yang dianggarkan oleh APBN.68 
Di tahun 2018 KPPU KPD Makassar telah melakukan 52 kali pencegahan kasus 
kartel.Pencegahan yang dilakukan memang tidak mampu menghapus kasus kartel 
namun setidaknya kasus kartel termasuk kasus persaingan usaha yang sangat sedikit 
dibanding kasus persaingan usaha lainnya seperti persengkongkolan tender dan 
monopoli. 
2. Efektifitas Penegakan Hukum Kasus Kartel 
a. Jumlah Kasus Kartel yang Ditangani oleh KPPU KPD Makassar 
Tabel 1.1 
Jumlah Kasus Kartel yang Ditangani oleh KPPU KPD Makassar Pada Tahun 2002-
2016 
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Pasal  5, 11, 16, 






































Pasal  19 
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Pasal  5 Ayat 
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Pasal  5 Ayat 















Sumber : Data KPPU KPD Makassar  
 
Keterangan: 
1) 5 Perkara putusan KPPU dikuatkan ditingkat kasasi 
2) 10 Kasus kartel sampai pada tingkat kasasi (1 perkara masih proses kasasi) 
3) 6 Perkara Inchracht Van Gewide ditingkat KPPU 




5) 3 putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri  
Hampir setiap tahun KPPU mengeluarkan putusan terkait kasus kartel, namun  
jangka waktu penyelesaian perkara kartel sendiri tidak dapat diprediksi, jangka waktu 
penyelesaiannya tergantung karakteristik kartel tersebut. 
Bentuk Penanganan kasus kartel oleh KPD Makassar ini direspon baik oleh 
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya sehingga dengan adanya 
penanganan ini, kasus kartel memang terjadi akan tetapi sangat jarang  dan termasuk 







b. Jangka Waktu Penyelesaian Kasus Kartel  
1. Penyelidikan 
Perkembangan hasil penyelidikan wajib disampaikan oleh komisi 60 hari sejak 
dimulainya penyelidikan dan komisi dapat menghentikan atau memperpanjang jangka 
waktu penyelidikan (pasal 38 ayat 1 dan 2 Perkom No. 1/2010). 




Pemberkasan dilakukan 14 hari sejak menerima laporan hasil penyelidikan 
(apabila dinilai belum lengkap dan jelas harus dikembalikan kepenyelidikan untuk 
dilengkapi) (Pasal 41 ayat 1 dan 2 Perkom N0. 1/2010. 
3. Gelar laporan 
Gelar laporan dilakukan paling lama 7 hari sejak laporan hasil penyelidikan 
dinyatakan lengkap dan jelas  (pvsal 41 ayat 3 Perkom No. 1/2010. 
4. Sidang Majelis 
a) Pemeriksaan pendahuluan  
Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk meneliti dan atau/ 
memeriksa apakah suatu laporan tentang kartel dinilai perlu atau tidaknya untuk 
dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan. Pasal 39 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999 
menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari sejak tanggal 
surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan 
pendahuluan tidak hanya laporan terkait kartel yang diperiksa, namun pemeriksaan 
kasus kartel yang dilakukan atas dasar inisiatif komisi juga wajib melalui proses 
pemeriksaan pendahuluan ini.Berdasarkan pasal 49 ayat 2 Perkom No. 1/2010 
pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan 
pendahuluan. 
b) Pemeriksaan lanjutan  
Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/ penyelidikan kasus 




pendahuluankasus kartel . Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama 60 
hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama 
30 hari (Pasal 57 ayat 2 Perkom No. 1/2010. 
5. Putusan komisi 
1. Musyawarah majeis komisi 
 Musyawarah majeis komisi dilaksanakan paling lama 7 hari setelah 
pemeriksaan lanjutan berakhir dan wajib menyepakati telah terjadi  atau tidak terjadi 
pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 paling lamv 15 hari sejak pemeriksaan lanjutan 
berakhir (Pasal 63 ayat 1 dan 2 Perkom No 1/2010 
2. Putusan komisi 
 Putusan komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah 
berakhirnya pemeriksaan lanjutan (pasal 63 ayat 3 Perkom No. 1/2010). 
Idealnya kasus kartel 282 hari sudah diputuskan namun, dalam realita yang 
terjadi berdasarkan obseravasi penulis penyelesaian kasus kartel melebihi dari 282. 
Untuk jangka waktu penyelesaian perkara kartel di KPPU tidak tertentu atau 
tidak sesuai dengan yang ada di UU No 5 Tahun 1999 dan Perkom No 1 Tahun 2010 
yang berjumlah 282 hari jangka waktu penyelesaian perkaranya yang menjadi 
kekurangan dari UU tersebut adalah tidak ditentukan berapa kali perpanjangan waktu 
untuk pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan. Untuk kasus kartel 
sendiri tergantung dari karakteristik kartel tersebut, bisa setahun atau dua tahun 




Biaya penanganan perkara kartelyang dilakukan oleh KPPU KPD. Makassar 
tidak memilki ukuran tertentu dikarenakan penanganan perkara yang satu dengan yang 
lainnya meiliki karakteristik yang berbeda, tetapi seluruh biaya terhadap penanganan 
perkara yang dilakukan oleh KPPU dapat dipertanggungjawabkan dan tidak keluar 
dari standar biaya masukkan yang ditetapkan oleh kementrian keuangan, selain itu 
KPPU tidak mengeanakan biaya perkara sepersenpun bagi pihak yang berperkara di 
KPPU.Yang adaadalah denda yang dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti 
bersalah dan selama kasus kartel ditangani oleh KPPU KPD Makassar semua pelaku 








A.  Kesimpulan 
1. Bentuk Penanganan Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar 
Bentuk penanganan kasus kartel oleh KPPU KPD Makassar terbagi menjadi 2 




Adapun bentuk pencegahan kasus kartel oleh kppu kpd makassar diantaranya 
sosialisasi, audiensi, advokasi, forum jurnalis, forum diskusi, media visit, melakukan 
advokasi kebijakan, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat  
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat/ kartel, melakukan pengawasan 
dan /atau  pengontrolan terhadap perusahaan yang ada di makassar  
Adapun Bentuk Penegakan Hukum Kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar 
yaitu: Penyelidikan, Pemberkasan, Gelar Laporan, Sidang Majelis. 
2. Efektifitas Penanganan kasus Kartel oleh KPPU KPD Makassar 
  Efektifitas penanganan ini dikur dariasas peradilan cepat, sederhana dan biaya 
ringanyang secara jelas dapat dilihat dari jumlah pelaksanaan (sederhana), waktu yang 
diperlukan (cepat) dan biaya perkara (biaya ringan) serta apakah dengan adanya 




a. Efektifitas Pencegahan Kasus Kartel  
 Dengan mengamati bentuk-bentuk pencegahan dari hasil wawancara dan 
observasi penulis, penulis berkesimpulan bahwa pencegahan yang dilakukan KPPU 
KPD Makassar kurang efektif, dari segi sederhana bentuk pencegahan yang dilakukan 
KPPU tidak sederhana karena belum ada target pertahun berapa kali harus mengadakan 




masih mengondisikan jika seperti itu penulis menilai masih berbelit-belit, sedangkan 
untuk cepat, penulis menilai KPPU KPD Makassar sudah memenuhi unsur ini karena 
dalam setahun KPPU KPD Makassar sudah melakukan 52 kali kegiatan pencegahan 
penulis menilai KPPU KPD Makassar cukup gesit dalam hal ini. Untuk biaya ringan, 
biayapencegahan yang dilakukan KPPU  tergantung dari kegiatan yang 
diselenggarakan namun tetap KPPU KPD Makassar membuat LPJ untuk 
keuangan.Meski kurang efektif Kasus kartel termasuk kasus persaingan usaha yang 
sangat sedikit dibanding kasus persaingan usaha lainnya seperti persengkongkolan 
tender dan monopoli. 
b. Efektifitas Penegakan Hukum Kasus Kartel 
 Efektifitas penegakan hukum kasus kartel oleh KPPU KPD Makassar kurang 
efektif, Untuk sederhana, penyelesaian kasus kartel di KPPU KPD Makassar tidak 
sederhana karena banyak proses yang harus dilalui sebelum perkara diputuskan selain 
itu aturannyapun masih berbelit-belit. Untuk cepat, Penyelesaian kasus kartel di KPPU 
tidak menentu kadang mencapai 2 tahun atau lebih sehingga jangka waktu 
penyelesaian kasus kartel 282 hari tidak terealisasi.namun yang patut diapresiasi 
adalah kasus kartel tidak terlalu menumpuk di KPPU. Untuk biaya ringan, Biaya 
perkara kartel di KPPU KPD Makassar tidak memilki ukuran tertentu dikarenakan 
kasus kartel yang satu dengan yang lainnya meiliki karakteristik yang berbeda 




di KPPU.Dalam peradilan KPPU tidak ada biaya perkara namun ada yang dinamakan 
denda bagi pelanggar dan pihak yang dikenakan denda mampu membayar dtersebut. 
2. Implikasi Penelitian 
Dari pembahasan yang telah penulis simpulkan sebelumnya sampailah keakhir 
penulisan dalam skripsi berupa saran yang sekiranya penulis dapat memberi 
sumbangsih demi meningkatkan keefektifan peran Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) KPD Makassar  dalam menangani kasus kartel diantaranya: 
a. KPPU KPD Makassar harus memilki target jumlah pelaksanaan pencegahan 
dan target daerah yang akan disentuh dengan pencegahan tersebut agar tindakan 
pencegahan ini bisa dilaksanakan dengan sistematis dan seluruh lapisan 
masyarakat dalam hal ini bukan hanya pemerintah disetiap daerah akan tetapi 
pelaku-pelaku usaha dan juga masyarakat awam, agar mereka bisa membantu 
KPPU KPD Makassar dalam memantau/ mengawasi aktivitas-aktivitas pelaku 
usaha. 
b. KPPU KPD Makassar harus mengusulkan agar jangka waktu penyelesaian 
perkara di KPPU  yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 ditentukan 
perpanjangan waktu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan agar 
penyelesaian perkara di KPPU KPD Makassar tidak memakan waktu banyak 
dan perkara juga tidak menumpuk-numpuk. 
c. KPPU KPD Makassar harus lebih meningkatkan kualitas orang-orang yang 




melakukan pelanggaran UU N0. 5 Tahun 1999 biasanya tidak berkenan 
memberikan data-data perusahaan sebagai bukti, 
d. Pemerintah harus memberi dukungan khusus kepada  KPPU sehingga KPPU 
menjadi lembaga  yang memilki kekuatan hukum yang cukup kuat agar 
perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran mendapat sanksi jika tidak 
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Diruang pola Kantor Bupati Takalar, Senin, (17/9/2018), KPD KPPU Makassar gelar kegiatan advokasi dan 








Dalam upaya penegakan hukum KPPU bekerja sangat hati-hati dengan menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal 
ini terungkap dalam diskusi antara Guntur Syahputra Saragih dan Kodrat Wibowo , keduanya merupakan 
Komisioner KPPU dan Aru Armando, Kepala KPD Makassar dengan Tribun Manado yang diwakili oleh Pemimpin 







Makassar (4/12) – Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, KPPU bekerjasama 
dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi bertajuk 
pengawasan pola distribusi pupuk bersubsidi, di Ruang Pertemuan Dinas Perdagangan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Sumber: http://www.kppu.go.id/id/blog/2018 
Manado (01/08)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kantor Perwakilan Daerah 
KPPU Makassar melaksanakan Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan di Swissbell Hotel 
Manado, Senin (01/08). Sosialisai tersebut dihadiri oleh Ibu Saidah Sakwan, M. A. dan Drs. 
Munrokhim Misanam, M.A. Ec., Ph.D, selaku Anggota Komisioner selain itu turut hadir Bapak 
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